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ABSTRAK

Penerapan self assesment dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 tidak sepenuhnya berlaku karena wajib pajak tidak menghitung sendiri. Self assesment masih berlaku dalam hal pihak ketiga sebagai pemotong mengisi SPT dan melaporkan serta menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak yang dipotong pajaknya. Self assesment dapat juga diterapkan langsung kepada wajib pajak dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber.

Keuntungan Sistem Self Assesment untuk fiskus, memudahkan fiskus dalam pelaksanaan pembayaran pajak, mengamankan pajak oleh pihak ketiga sebagai pemotong dan menyederhanakan proses pembayaran pajak. Keuntungan utuk pihak ketiga, dapat membantu pemerintah dalam pengumpulan dana untuk keperluan pembangunan. Sedangkan bagi wajib pajak merupakan suatu keringanan beban pekerjaan karena dalam hal ini wajib pajak hanya tinggal menerima penghasilan yang bersih dari pihak pemberi kerja.

Kerugian self assesment untuk fiskus apabila pihak pemotong tidak melaporkan SPT fiskus mengetahui. Untuk pihak ketiga merupakan tambahan pekerjaan karena harus menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar serta melaporkan pajak dari wajib pajak. Sedangkan bagi waajib pajak dalam hal ini tidak dapat menghindari kewajibannya untuk tidak membayar pajak.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machts staat), maka karena Indonesia negara hukum, segala sesuatu yang mengatur hajat hidup masyarakat Indonesia haruslah didasrkan pada hukum yang merupakan cerminan dari negara hukum.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasi-kan kemerdekaannya terlepas dari penjajahan yang telah menanamkan segala bentuk penderitaan yang berkepanjangan yang merugikan baik fisik maupun non fisik.

Dengan kemerdekaan tersebut maka bangsa Indonesia berhak mengatur sendiri rumah tangganya, baik pemerintahan maupun dari segi hukumnya yang lepas dari negara penjajah. Dari segi hukum karena waktu Indonesia belum dapat membuat produk-produk hukumnya sendiri berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan : “Bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Maka berdasarkan ketentuan ini produk-produk hukum peninggalan Kolonial Belanda tersebut, mengalami revisi yang disesuaikan dengan kultur Bangsa Indonesia.

Pembangunan yang kita laksanakan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu diperlukan sumber dana yang dapat menopang pelaksanaan pembangunan tersebut selain dari faktor ekspor minyak bumi dan gas, juga diharapkan mendapat masukan dari sektor lain yaitu dari sektor pajak yang merupakan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak yang merupakan peran serta masyarakat dalam rangka ikut mensukseskan pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini tidak mendapatkan kontra prestasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan dalam hal ini tentunya memerlukan berbagai peraturan yang dapat mengatur pelaksanaan pemungutan pajak dan fiskus (petugas pajak/pemerintah). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, ini dimaksudkan bahwa setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Karena undang-undang ini hasil kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif, dimana lenbaga legislatif ini merupakan aspirasi rakyat Indonesia. Jadi diharapkan penetapan penarikan pajak oleh pemerintah tidak memberatkan rakyat. 

Di Inggris muncul suatu dalil “No Taxation Without Representation” (tidak ada pajak tanpa undang-undang) karena dalam hal ini peralihan kekayaan dari sektor rakyat kepada sektor pemerintah tanpa adanya kontra prestasi secara langsung. Padahal peralihan kekayaan dari sektor satu kepada sektor yang lain dimana tanpa adanya kontra prestasi hanya dapat terjadi karena hibah. Di Amerika muncul suatu dalil lain yaitu : “Taxation Without Representation Is Robery” (pajak tanpa undang-undang adalah perampokan) dimana dalam pelaksanaan pajak peralihan kekayaan dari satu sektor kepada sektor lain dapat dipaksakan, jadi apabila tanpa undang-undang merupakan tindakan perampokan.

Dengan pungutan pajak yang berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan agar rakyat tidak dirugikan oleh pemerintah. undang-undang sebagai aturan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan kehendak rakyat bukan kehendak para penguasa, dan hal ini terbukti dengan berbagai revisi undang-undang di bidang perpajakan yaitu UU No. 6 Tahun 1983, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, dan sekarang disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, maka jelaslah hal ini merupakan niat baik pemerintah agar masyarakat jangan sampai dirugikan.

Di dalam pemungutan pajak dikenal 4 macam sistem pungutan pajak, yaitu :

1. Official Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak (fiscus).

2. Semi Self Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada dua pihak yaitu pembayar pajak (wajib pajak) dan pemungut pajak (fiscus).

3. Full Self Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh suatu wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri.

4. With Holding System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga (bukan oleh fiscus dan bukan oleh wajib pajak).

Di Indonesia sampai dengan tahun 1967 diterapkan official assesment system, dan mulai tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 diterapkan semi self assesment system dan with holding system yang dikenal dengan tata cara MPS dan MPO. Sedangkan mulai tahun 1984 sampai sekarang diterapkan full self assesment system.

Pelaksanaan sistem Self Assesment di bidang perpajakan membawa angin segar bagi masyarakat karena dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk menghitung obyek pajak yang terutang, yang merupakan keaktifan bagi wajib pajak dan fiskus (petugas pajak/pemerintah) menjadi pihak yang pasif ini berarti pemerintah memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat dan dalam hal ini masyarakat jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan pemerintah tersebut.

Pajak yang dilaksanakn oleh pemerintah banyak jenisnya, yaitu : Pajak Penghasilan UU No. 17 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Barang Mewah UU No. 11 Tahun 1994, dan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang ini adalah merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU No. 7 Tahun 1991 dan kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1994 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 17 Tahun 2000, yang merupakan pembebanan untuk membayar pajak terhadap subyek penghasilan atas pendapatan penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima oleh subyek pajak harus dikeluarkan pajaknya dan ketentuannya sebagai mana yang diatur oleh undang-undang.

Dimana pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000 secara garis besar menyatakan bahwa pengaturan tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatannya dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemeri kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pemungutan pajak di Indonesia secara umum adalah menganut sistem Self Assesment, yaitu perhitungan terhadap obyek pajak dikenakan atau diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Ini adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Sedangkan dalam pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000 adalah melalui pemotongan oleh pihak ketiga (with holding), maka dalam hal ini bagaimana supaya pelaksanaan pemotongan pajak oleh pihak ketiga ini jangan sampai memberatkan wajib pajak yang akan mengakibat-kan ketidakadilan dan bertentangan dengan undang-undang perpajakan, dan bagaimanakah penerapan sistem self assesment yang dianut secara umum itu apakah diberikan kepada pihak ketiga yang melakukan pemotongan dan apabila diberikan kepada pihak ketiga yang melakukan pemotongan, maka semakin besar kemungkinan pihak ketiga akan melakukan pemotongan kepada wajib pajak, maka apabila hal ini terjadi maka wajib pajak akan dirugikan oleh pihak ketiga.

Dalam hal ini tentunya kembali kepada konsep awal mengenai pajak harus berdasarkan Undang-Undang tentunya bukan sekedar Undang-Undang secara formal yang menguntung-kan pada pihak pemerintah, tetapi Undang-Undang yang mencerminkan kehendak rakyat melalui lembaga legislatif sebagai wakil di pemerintahan, dan hal ini tentunya harus mencerminkan kehendak dan kemampuan wajib pajak.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PENERAPAN SISTEM PERHITUNGAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH DIRI SENDIRI DALAM PELAKSANAAN PPH PASAL 21 UU NO.17 TAHUN 2000 DI KUTAI  TIMUR”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah penerapan sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh diri sendiri dalam pelaksanaan PPh pasal 21 UU No. 17 Tahun 200 dan apa sajakah keuntungan dan kerugian pemungutan pajak melalui pemotongan oleh pihak ketiga.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Self Assesment Pada PPh Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000

Sistem self assesment yang merupakan ciri dan pelaksanaan pembayaran pajak yang dianut oleh pemerintah Indonesia kiranya membawa angin segar bagi masyarakat Inonesia, karena penguasaan dan pemilikan harta benda dari masyarakat dihormati oleh pemerintah sebagai penguasa. Hal ini merupakan langkah maju dibandingkan dengan pada masa penjajahan atau pada sistem pajak masa-masa sebelumnya dimana masyarakat dipaksa untuk menyerahkan harta bendanya kepada pemerintah tanpa mengenal belas kasihan melalui cara pemaksaan yang sangat kejam dan menjadikan masyarakat hidup dalam kesengsaraan dan kesusahan karena jerih payahnya dinikmati oleh penjajah, ini tentunya tidak adil karena masyarakat melakukan kerja keras untuk meningkatkan taraf hidupnya agar dapat hidup layak, tetapi kenyataannya berbeda.

Sebelum menganut self assesment, pemungutan pajak didasarkan pada administrasi pajak dan ini sangat tergantung pada aktivitas para petugas pajak, dimana dalam sistem ini yang lama yang menentukan besarnya utang pajak dan penentuan subyek pajakpun dari pihak petugas pajak, sehingga dirasakan kurang efisien dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak adanya pemerataan beban membayar pajak sebab petugas pajak tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Self assesment atau sering disebut dengan Self assesment System dapat diartikan sebagai sistem menetapkan pajak sendiri, karena dalam hal ini inisiatif dan kesadaran diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan fiskus sebagai aparat pemungut pajak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak baik penentuan obyek pajak, perhitungan pajak yang terutang dan lain sebagainya wajib pajaklah yang menentukan, tanpa adanya campur tangan dari pihak fiskus dan fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakn, wajib pajak sesuai atau berdasarkan peraturan perundang-undanagn di bidang perpajakan.

Jika dianalisis ternyata sistem self assesment ini mengandung keuntungan diantaranya:

1. Mengandung unsur keadilan, logikanya besar dan kecilnya jumlah pajak yang ditentukan sendiri oleh wajib pajak tentunya mendekati rasa keadilan sebab wajib pajak sendirilah yang mengetahui seberapa kemampuannya untuk membayar pajak, dan bukan ditentukan oleh petugas pajak

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana dengan diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajaknya akan mendorong tingkat kesadran pajak.

3. Dapat dihindarkan campur tangan petugas pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang, memang petugas pajak saat sekarang berperan sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang perpajakan dan bukan sebagai penentu jumlah pajak yang terutang.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya karena dengan self assesment tersebut rakyat menjadi lebih bebas tanpa adanya paksaan dari pemerintah dan harapan yang akan muncul dari penerapan asas ini yaitu akan tumbuh dan berkembangnya dalam masyarakat budaya yang dilangsungkan bila tidak dapat memenuhi kepercayaan tersebut, bukan malah sebaliknya rakyat tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan dalam hal ini hendaknya dihindari oleh masyarakat kita sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak.

Pelaksanaan pasal 21 dimana sebenarnya wajib pajak tidak mengetahui apa-apa karena pada pasal 21 ini pelaksanaan pajak dipotong oleh pihak ketiga atau dalam kaitan ini menggunakan with holding (pemotongan oleh pihak ketiga). Jadi yang melakukan perhitungan pajak yang terutang, pengisian Surat pemberitahuan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemotong pajak dan wajib pajak atau yang dipotong tidak mengetahui apa-apa atau dalam hal ini hanya mengikuti pihak ketiga saja.

Jadi self assesment dalam pelaksanaannya pembayaran pajak penghasilan pasal 21 tidak sepenuhnya berlaku, karena wajib pajak tidak menghitung sendiri. Namun demikian tidak sepenuh-nya berlaku. Sebenarnya pasal 21 pun menggunakan self assesment. Pertama diberikan kepada pemotong baik instansi atau perusahaan dan pemotong ini menghitung besarnya pajak wajib pajak yang terutang dan menyampaikannya sendiri ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak dalam hal ini menerima laporannya dan apabila ternyata perhitungan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut merugikan wajib pajak, maka pihak Kantor Pelayanan pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga sebagai pemotong, bukan pada wajib pajak. Apabila pihak pemotong/ pemungut (pihak ketiga) ternyata melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua wajib pajak dalam hal ini dapat juga membuat Surat pemberitahuan sendiri. Terhadap wajib pajak yang mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja tidak wajib mebuat Surat pemberitahuan, tetapi apabila dia melakukan usaha sendiri atau mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, maka kepadanya diwajibkan untuk membuat atau mengisi Surat Pemberitahuan. Jadi apabila wajib pajak tersebut selain bekerja pada perusahaan atau instansi juga menyelenggarakan usaha sendiri baik ditangani sendiri ataupun orang lain seperti ditangani istrinya, maka dalam hal ini wajib pajak tersebut menghitung sedniri besarnya pajak yang terutang, mengisi surat pemberitahuan dan menyampaikannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, atau apabila seseorang itu mendapatkan penghasilan dari dua pemberi kerja seperti perusahaan X dan perusahaan Y, maka orang tersebut diwajibkan mengisi SPT, selain SPT yang telah dibuat oleh perusahaan atau pemotong dan kemudian melaporkan dan membayar pajak yang terutang setelah dikurangi dengan pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga atau perusahaan tersebut.

Jadi pemotong dalam ini hanya mengambil alih administrasi dari wajib pajak saja, tanpa adanya keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemotong baik dari wajib pajak maupun dari pemerintah. Jadi self assesment tetap berlaku hanya pihak ketiga yang melakukannya, ataupun terhadap wajib pajak yang mendapat penghasilan lebih dari satu diwajibkan untuk mengisi SPT sendiri. Tentunya ini lebih mencerminkan rasa keadilan karena wajib pajak sendiri yang menentukan besarnya pajak yang terutang, dan self assesment disini wajib pajak sendiri yang menerapkannya.

B. Keuntungan dan Kerugian Pemungutan Pajak Melalui Pemotongan Oleh Pihak Ketiga

Sistem pemungutan pajak sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya membawa dampak berupa keuntungan maupun kerugiannya terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan ini dalam kaitannya dengan pasal 21. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pada pasal 21 adalah :

1. Fiskus (Pemerintah dan Petugas Pajak)

Keuntungannya :

a. Memudahkan fiskus dalam pelaksanaan pembayaran pajak karena dalam hal ini fiskus hanya menerima laporan dari pihak pemotong atau wajib pajak tanpa harus aktif menentukan dan menghitung besarnya pajak yang terutang yang menjadi tanggungan wajib pajak, dan setelah itu fiskus melakukan pemotongan.

b. Mengamankan pajak oleh pihak ketiga sebagai pemotong, dimana dalam hal ini pihak fiskus tidak mengetahui seseorang itu memperoleh penghasilan atau tidak karena dalam self assesment inisiatif ada pada masyarakat. Meskipun seorang itu memperoleh penghasilan tetapi belum tentu mauuntuk mebyarakan pajaknya, dan pihak ketiga yang mengetahui seseorang itu mendapat penghasilan yang diperoleh maka dilakukan pemotongan terhadap wajib pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, akan dipotong pajaknya untuk kemudian dibayarkan pada negara.

c. Menyederhanakan, karena wajib pajak yang sudah dipotong dan mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja tidak perlu menyampaikan surat pemberitahuan cukup dengan pemberitahuan yang telah diberikan atau dilaporkan oleh pihak pemotong saja.

Kerugiannya :

Apabila pihak pemotong tidak melaporkan SPT dan membayarkannya pajak yang telah dipootong oleh pemotong dari wajib pajak, maka dalam hal ini fiskus tidak dapat mengetahui.

2. Pihak Ketiga (Instansi/Perusahaan) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 junto pasal 2 KEP DIRJEN PAJAK NO. KEP. 02/PJ/1995

Keuntungannya :

Dapat membantu pemerintah dalam pengumpulan dana untuk keperluan pembangunan.

Kerugiannya :

Merupakan tambahan pekerjaan yang bagi pihak ketiga sebagai pemotong baik instansi maupun perusahaan karena harus menghitung besarnya pajak yang terytang, membayar serta melaporkan pajak dari wajib pajak.

3. Wajib Pajak

Keuntungannya :

Bagi wajib pajak merupakan suatu keringanan beban pekerjaan karena dalam hal ini wajib pajak hanya tinggal menerima penghasilan yang bersih dari pihak pemberi kerja tanpa harus susah-susah menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar maupun melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Kerugian :

Wajib pajak dalam hal ini tidak dapat menghindari kewajibannya untuk tidak membayar pajak.

III. P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan self assesment dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 tidak sepenuhnya berlaku karena wajib pajak tidak menghitung sendiri. Self assesment masih berlaku dalam hal pihak ketiga sebagai pemotong mengisi SPT dan melaporkan serta menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak yang dipotong pajaknya. Self assesment dapat juga diterapkan langsung kepada wajib pajak dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber.

2. Keuntungan Sistem Self Assesment untuk fiskus, memudahkan fiskus dalam pelaksanaan pembayaran pajak, mengamankan pajak oleh pihak ketiga sebagai pemotong dan menyederhanakan proses pembayaran pajak. Keuntungan utuk pihak ketiga, dapat membantu pemerintah dalam pengumpulan dana untuk keperluan pembangunan. Sedangkan bagi wajib pajak merupakan suatu keringanan beban pekerjaan karena dalam hal ini wajib pajak hanya tinggal menerima penghasilan yang bersih dari pihak pemberi kerja.

3. Kerugian self assesment untuk fiskus apabila pihak pemotong tidak melaporkan SPT fiskus mengetahui. Untuk pihak ketiga merupakan tambahan pekerjaan karena harus menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar serta melaporkan pajak dari wajib pajak. Sedangkan bagi waajib pajak dalam hal ini tidak dapat menghindari kewajibannya untuk tidak membayar pajak.

A. Saran - saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pihak ketiga sebagai pemotong wajib pajak hendaknya perlu pengawasan dari fiskus yang lebih ketat lagi karena dikawatirkan pihak ketiga yang melakukan pemotongan tersebut tidak melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak

2. Wajib pajak pajak yang dipotong pajaknya oleh pihak ketiga hendaknya melakukan penelitian terhadap pajak yang dipotong oleh pemotong agar tidak terjadi manipulasi data oleh pihak ketiga. 

3. Kantor pelayanan pajak hendaknya lebih terbuka memberikan keterangan dan informasi kepada masyarakat dalam hal perpajakan.
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